
ABSTRAK HUKUM

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 8 TAHUN 2025

1. Identitas Peraturan

 Judul: Peraturan  Daerah  Kota  Lubuk  Linggau  Nomor  8  Tahun  2025  tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

 Nomor/Tahun: 8 / 2025.

 Jenis Peraturan: Peraturan Daerah (PERDA).

2. Dasar Hukum

 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau.

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2023.

 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022 tentang  Hubungan  Keuangan  antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah.

 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal 

Nasional.

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah.

 Peraturan  Daerah  Kota  Lubuk  Linggau  Nomor  10  Tahun  2021 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah.

 Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3. Ringkasan Materi Pokok

 Tujuan: Menyesuaikan APBD berjalan tahun 2025 karena adanya perkembangan 

yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), keadaan yang 

menyebabkan  harus  dilakukan  pergeseran  anggaran,  serta  penggunaan  Saldo 

Anggaran Lebih (SiLPA) tahun sebelumnya.



 Struktur Perubahan Anggaran (Ringkasan):

o Pendapatan  Daerah: Semula  Rp1.050.455.517.910,00  menjadi 

Rp1.066.391.903.057,57.

o Belanja  Daerah: Semula  Rp1.042.064.088.356,00  menjadi 

Rp1.071.170.769.824,50.

o Surplus/(Defisit): Setelah  perubahan  mengalami  Defisit  sebesar 

(Rp4.778.866.766,93).

 Pembiayaan Daerah:

o Penerimaan  Pembiayaan: Semula  Rp3.608.570.446,00  menjadi 

Rp11.161.737.212,93 (berasal dari SiLPA).

o Pengeluaran  Pembiayaan: Semula  Rp12.000.000.000,00  menjadi 

Rp6.382.870.446,00.

o Pembiayaan Netto: Rp4.778.866.766,93 (untuk menutupi defisit anggaran).

4. Status Peraturan

 Status: Berlaku.

 Sifat: Peraturan Perubahan Anggaran (Tahunan).

5. Informasi Tambahan

 Perubahan ini telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota dan DPRD pada 

tanggal 25 Agustus 2025.

 Rincian  lebih  lanjut  mengenai  unit  organisasi,  fungsi,  program,  dan  kegiatan 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.


